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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

 

A. Program Dinas Koperasi, Perindustrian dan 

Perdagangan (Diskoperindag) 

1. Pengertian Program 

 Program adalah unsur pertama yang harus ada demi 

terciptanya suatu kegiatan. Di dalam program dibuat beberapa 

aspek, disebutkan bahwa di dalam setiap program dijelaskan 

mengenai :  

a. Tujuan kegiatan yang akan dicapai. 

b. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan. 

c. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus 

dilalui. 

d. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan. 

e. Strategi pelaksanaan.  

 Menurut Jones Program adalah cara yang disahkan 

untuk mencapai tujuan. Dalam pengertian tersebut 

menggambarkan bahwa program-program adalah penjabaran 
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dari langkah-langkah dalam mencapai tujuan itu sendiri. 

Dalam hal ini, program pemerintah berarti upaya untuk 

mewujudkan kebijakankebijakan pemerintah yang telah 

ditetapkan. Program-program tersebut muncul dalam Rencana 

Strategis Kementerian/Lembaga atau Rencana Kerja 

Pemerintah (RKP).  

 Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan 

dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan 

saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. 

Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang 

berada di bawah unit administrasi yang sama, atau sasaran-

sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang 

semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan atau 

berurutan.
1
 

Program yang telah dilaksanakan oleh Dinas 

Koperindag Kabupaten Serang sebagai berikut : 

a. Pengembanagn usaha emping melinjo di Kecamatan 

Waringin kurung 

                                                 
1
 Muhaimin, dkk, Manajemen Pendidikan (Jakarta: Kencana, 2009), 

349. 
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b. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM 

melalui pemberdayaan UMKM yang lebih kondusif dan 

partisipasif, yang didukung peningkatan peran lembaga-

lembaga swasta dan masyarakat. 

c. Penegmbangan produk dan pemasaran bagi UMKM 

melalui penegmbangan produk UMKM yang berkualitas, 

inovatif dan kreatif untuk bersaing di pasar domestik dan 

mancanegara.  

d. Peningkatan daya saing sumber daya manusia UMKM 

melalui peningkatan kapasitas dan produktivitas UMKM 

yang didukung pengusaha, pengelola dan pekerja.
2
 

Dinas Koperindag merupakan Lembaga pemerintahan 

yang berperan membina, memfasilitasi, mempromosikan dan 

memberdayakan UMKM, dimana bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan masyarakat dalam 

mengembangkan UMKM melalui pembinaan dalam bidang 

tersebut.  

                                                 
2
 Sumber : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 

Serang. 
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Menurut Sjaifudin pemerintah memiliki peran penting 

dalam pemberdayaan UMKM yaitu: 

a. Strategi Peningkatan Kemampuan Finansial  

Berkembangnya beberapa model penguatan finansial 

bagi usahawan kecil akhir-akhir ini menunjukkan telah 

semakin menguatnya komitmen pemerintah, upaya pemerintah 

tersebut terwujud dengan membantu pengembangan usaha 

kecil melalui “pemberian modal sementara”.  

b. Pengembangan Pemasaran 

Pada era pasar bebas dimana dunia menjadi tanpa batas 

terdapat penyatuan pasar domestik dengan pasar internasional. 

Hal ini merupakan peluang, tantangan dan sekaligus ancaman 

bagi pengusaha kecil.  

c. Pengembangan Sumber Daya Manusia  

Diharapkan dapat terjadi melalui perbaikan sistem pendidikan 

formal, peningkatan keterkaitan dunia pendidikan dengan 

pasar kerja melalui sistem permagangan pada pusat-pusat 

penelitian dan pengembangan mengembangkan SDM dan 

teknologi seperti melakukan pembinaan terhadap industri kecil 
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melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia secara 

rutin dan berkelanjutan harus ada dalam setiap program kerja 

pemerintah. 

d. Strategi pengaturan dan pengendalian  

 Pengaturan perijinan 

Secara formal dikeluarkan oleh pemerintah untuk 

mengatur dan memantau perkembangan usaha kecil. Ada 3 

jenis perijinan yang harus dipenuhi antara lain: ijin tempat 

usaha (kelayakan, lokasi serta dampak terhadap lingkungan), 

ijin usaha industri serta ijin perdagangan. Pada lokasi tertentu 

usaha kecil tidak wajib memiliki Surat Ijin Tempat Usaha 

(SITU), namun sertifikasi masih tetap harus dipenuhi antara 

lain malalui Surat Ijin Bebas Tempat Usaha (SIBTU) untuk 

usaha kecil yang terdeksi di Lokasi Industri Usaha (LIU) serta 

surat tanda pendaftaran industri kecil untuk sentra-sentra 

produksi. 
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 Fungsi kelembagaan  

Fungsi kelembagaan terkait pembinanaan usaha kecil 

secara terpadu dan berjangka panjang harus lebih diefektifkan 

dengan cara: bidang pembinaan, pengawasan dan memberi 

peluang bagi swasta maupun lembaga non pemerintah lainnya 

untuk terlibat dalam pengembangan usaha kecil secara 

bersama-sama.
3
 

 

B. Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

Dalam Pengertian sempit, usaha adalah segala kegiatan 

yang menghasilkan uang. Dalam pengertian luas, usaha adalah 

suatu ide yang diwujudkan dalam suatu rencana dan 

dilaksanakan dalam suatu kegiatan. Secara sederhana, setiap 

kegiatan dapat disebut sebagai usaha jika dilaksanakan melalui 

langkah-langkah berikut:  

1) Mencari ide  

                                                 
3
Robby Firmansyah, “Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Madiun”, Jurnal 

Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 1, 154-160. 
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2) Membuat rencana 

3) Melaksanakannya 

4) Terdapat kegiatan yang jelas 

5) Adanya Imbalan atau penghargaan atas kegiatan tersebut.
4
 

      Kegagalan suatu usaha disebabkan karena: 

1) Memiliki pribadi yang lemah 

2) Sikap suka menyendiri 

3) Tidak memiliki rencana 

4) Dukungan dana yang terlalu kecil 

5) Kesulitan dalam arus kas 

6) Tidak memiliki strategi 

7) Menganggap rendah kepada pesaing.
5
 

Adapun keberhasilan suatu usaha adalah sebagai berikut: 

1) Karena jujur dan kerja keras serta ulet 

2)  Karena disiplin dan berani menanggung risiko 

3) Mampu melaksanakan manajemen dengan baik.
6
 

                                                 
4
 Daryanto, Menggeluti Dunia Wirausaha, cetakan ke-1 (Yogyakarta: 

Gava Media, 2012), 3. 
5
 Mulyadi Nitisusatro, Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil, 

Cetakan ke-2 (Bandung: Alfabeta, 2012), 38. 
6
 Daryanto dan Aris Dwi Cahyono,  Kewirausahaan; Penanaman Jiwa 

kewirausahaan, cetakan ke-1  (Yogyakarta: Gava Media, 2013), 13. 
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Allah telah memerintahkan agar mencari rizki guna 

memenuhi kebutuhan yang telah tertulis dalam surat Al-

Jumu’ah ayat 10 Sebagai berikut:: 

                                                                        
﴾٠١﴿                                                                               

 

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu 

di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah 

banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (Q.S. Al-jumu’ah 

:10).
7
  

 

 Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) adalah 

usaha keluarga yang mendekati miskin, yang dibantu oleh 

pemerintah dengan penyediaan kredit mikro. Usaha Mikro 

adalah usaha produktif milik orang atau perorangan atau badan 

usaha perseorangan yang memiliki kekayaan bersih paling 

banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil 

penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000 (tiga ratus 

juta rupiah). 

                                                 
7
 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahanya  (Bogor. 

Syaamil Qur’an, 2007).  
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 Usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan 

bersih lebih dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki 

hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus 

juta rupiah)  sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000 

(dua miliar lima ratus juta rupiah). 

 Usaha menengah adalah usaha yang memiliki 

kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 

(sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 

Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai 

dengan paling banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar 

rupiah).
8
 

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 

1998, UKM adalah rakyat berskala kecil dengan bidang usaha 

yang secara umum merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu 

dilindungi untuk mencegah persaingan usaha yang tidak sehat. 

                                                 
8
 Leonardus Saiman, Kewirausahaan: Teori, Praktek, dan Kasus-kasus, 

Edisi 2 (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 9. 
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UMKM bedasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) adalah 

sebuah usaha rakyat yang dapat dilihat dari banyaknya tenaga 

kerja. Usaha kecil memiliki jumlah tenaga kerja antara 5-9 

orang, sedangkan usaha menengah memiliki jumlah tenaga 

kerja antara 20-99 orang.
9
 

Aspek-aspek yang menjadi kekuatan dan kelemahan 

UMKM adalah (1) faktor manusia: yang terdiri dari motivasi 

yang kuat, penawaran tenaga kerja, etos kerja, produktivitas 

kerja, dan kualitas tenaga kerja. (2) faktor ekonomi/ bisnis, 

yang meliputi bahan baku, akses sumber keuangan, nilai 

ekonomis, dan segmen pasar yang dilayani. Kedua faktor 

tersebut harus mampu disiasati oleh pengusaha UMKM untuk 

mendorong kinerja usahanya. Bagi pemerintah, pemberian 

dukungan pada pengusaha perlu diselenggarakan secara 

menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui 

pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan 

berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha 

seluas-luasnya. Sehingga UMKM mampu meningkatkan 

                                                 
9
 Suharjono, Manajemen Perkreditan Usaha Kecil Dan Menengah 

(Yogyakarta:BPFE, 2003), 136.  
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perannya dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, 

pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan 

lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. 

2. Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) 

Kebijakan pemerintah dalam mengembangkan usaha 

mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam jangka panjang 

bertujuan untuk meningkatkan potensi dan partisipasi aktif 

UMKM dalam proses pembangunan nasional, khususnya 

dalam kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan 

pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja 

dan peningkatan pendapatan. Sedangkan sasaran dan 

pembinaan usaha kecil adalah meningkatnya jumlah 

pengusaha menengah dan terwujudnya usaha yang makin 

tangguh dan mandiri.
10

 

Beberapa temuan penelitian sebelumnya, menyatakan 

lemahnya daya saing UMKM disebabkan beberapa masalah 

antara lain: (1) Pemasaran; (2) Modal dan pendanaan; (3) 

                                                 
10

 Titik Sartika Partomo, Ekonomi Koperasi, 6. 
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Inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi; (4) Pemakaian 

bahan baku; (5) Peralatan produksi; (6) Penyerapan dan 

pemberdayaan tenaga kerja; (7) Rencana pengembangan 

usaha. Kontribusi dan peran UMKM pada perekonomian 

nasional sangat berarti, namun dari sisi daya saing banyak 

kelemahan dan permasalahan bagi UMKM yang harus 

dibenahi untuk menghadapi persaingan baik di dalam negeri 

maupun secara global.
11

 

3. Upaya Pengembangan UMKM 

Pengembangan UMKM pada dasarnya merupakan 

tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. 

Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi UMKM, 

maka kedepan perlu diupayakan hal-hal berikut: 

1) Penciptaan Iklim Usaha yang kondusif  

2)  Bantuan permodalan  

3) Perlindungan usaha 

4) Pengembangan kemitraan 

                                                 
11

 Ariani dan Mohamad Nur Utomo, “Kajian Strategi Pengembangan 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Tarakan”,  Jurnal 

Organisasi dan Manajemen, Vol. 13, No. 2 (September 2017), 99-118. 
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5) Pelatihan 

6) Membentuk lembaga khusus 

7) Memantapkan asosiasi 

8) Mengembangkan promosi 

9) Mengembangkan kerjasama yang setara.
12

 

Pengembangan UKM perlu mendapatkan perhatian 

yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar 

dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi 

lainnya. Kebijakan pemerintah kedepan perlu diupayakan 

lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya UKM. 

Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam 

memberdayakan UKM di samping mengembangkan kemitraan 

usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar 

dengan pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia. 

Berdasarkan pasal 16 UU No. 20 Tahun 2008 tentang 

UMKM, yang berperan sebagai pengembang UMKM adalah 

                                                 
12

 Tulus Tambunan, Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia, 

Beberapa Isu Penting (Jakarta: Salemba Empat, 2000), 121. 
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Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai pihak yang 

memfasilitasi usaha dalam bidang:  

a. Produksi dan pengolahan 

b. Pemasaran 

c. Sumber daya manusia 

d. Desain dan teknologi. 

Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan 

dilakukan dengan cara: 

a. Meningkatkan teknis produksi dan pengolahan serta 

kemampuan manajemen bagi UMKM 

b. Memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan 

prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan 

penolong, dan kemasan bagi produk UMKM 

c. Mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi 

dan pengolahan  

d. Meningkatkan kemampuan rancang bangun dan 

perekayasaan  usaha menengah.
13

 Jadi, pengembangan 

adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah 

                                                 
13

 Leonardus Saiman, Kewirausahaan: Teori, Praktek, dan Kasus-kasu, 

15. 
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daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk 

memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui 

pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan 

perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan 

kemampuan dan daya saing Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah. Pemberdayaan UMKM diselenggarakan sebagai 

kesatuan dan pembangunan perekonomian nasional untuk 

mewujudkan kemakmuran rakyat. 

 

C. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan UMKM 

Berdasarkan pasal 4 dan pasal 5 UU No. 20 tentang 

UMKM, prinsip dan tujuan    pemberdayaan UMKM 

sebagai berikut: 

1. Prinsip pemberdayaan UMKM 

a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan 

kewirausahaan UMKM, prinsip dan tujuan prakarsa sendiri 

b. Mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, 

dan berkeadilan  
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c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan 

berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM 

d. Peningkatan daya saing UMKM 

e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengendalian, secara terpadu. 

2. Tujuan pemberdayaan UMKM 

a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang 

seimbang, berkembang, dan berkeadilan. 

b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM 

menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. 

c. Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, 

penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, 

pertumbuhan ekonomi, pengentasan rakyat dan 

kemiskinan.
14

 

 

 

 

 

                                                 
14

 Leonardus Saiman, Kewirausahaan: Teori, Praktek, dan Kasus-kasu, 

9. 
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D. Konsep Pendapatan 

Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju 

tidaknya suatu daerah. Bila pendapatan suatu daerah relatif 

rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan 

tersebut akan rendah pula. Kelebihan dari konsumsi maka 

akan disimpan pada bank yang tujuannya adalah untuk 

berjaga-jaga apabila baik kemajuan dibidang pendidikan, 

produksi dan sebagainya juga mempengaruhi tingkat tabungan 

masyarakat. Demikian pula apabila pendapatan masyarakat 

suatu daerah relatif tinggi, maka tingkat kesejahteraan dan 

kemajuan masyarakat daerah tersebut tinggi pula.
15

  

Pendapatan adalah kenaikan kotor dalam aset atau 

penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduannya 

selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang 

berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan 

jasa atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan.
16

 

Pendapatan merupakan peningkatan ekuitas pemilik yang 

                                                 
15

  Mahyu Danil, “Pengaruh Pendapatan terhadap Tingkat Konsusmi 

pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen”, Journal 

Ekonomika Universitas Almuslim Bireun Aceh, Vol.4 no.7. 
16

 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, Edisi ke-2 (Yogyakarta: 

Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YPKN, 2011), 340. 
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diakibatkan oleh proses penjualan barang atau jasa kepada 

pembeli.
17

 Ada tiga sumber penerimaan pendapatan. 

1. Pendapatan dari gaji atau upah  

Gaji atau upah adalah balas jasa terhadap kesediaan 

menjadi tenaga kerja. Besar gaji seseorang secara teoritis 

sangat tergantung dari produktivitasnya. 

2. Pendapatan dari aset produktif 

 Aset produktif adalah aset yang memberikan 

pemasukkan atau balas jasa penggunaannya. Ada dua 

kelompok aset produktif. Pertama, aset finansial (financial 

assets), seperti deposito yang menghasilkan pendapatan bunga, 

saham yang menghasilkan dividen dan keuntungan atas modal 

(capital gain) bila diperjualbelikan. Kedua aset bukan finansial 

(real assets) seperti rumah yang memberikan pnghasilkan 

sewa. 

 

 

 

                                                 
17

 Hendrieta Ferieka, Pengantar Akuntansi (Serang: Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2014), 17.  
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3. Pendapatan dari pemerintah  

Pendapatan dari pemerintah atau penerimaan transfer 

(tranfer paymen) adalah pendapatan yang diterima bukan 

sebagai balas jasa atas input yang diberikan.
18

 

Menurut Swasta terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhi pendapatan dari kegiatan penjualan antara lain  

1. Kondisi dan kemampuan pedagang 

Transaksi jual beli melibatkan pihak pedagang dan 

pembeli. Pihak pedagang harus dapat meyakinkan pembeli 

agar dapat mencapai sasaran penjualan yang diharapkan dan 

sekaligus mendapatkan pendapatan yang diinginkan.  

2. Kondisi pasar  

Pasar sebagai kelompok pembeli barang dan jasa 

meliputi baik tidaknya keadaan pasar tersebut, jenis pasar, 

kelompok pembeli, frekuensi pembeli dan selera pembeli.  

3. Modal  

Setiap usaha membutuhkan untuk operasional usaha 

yang bertujuan  untuk mendapatkan keuntungan maksimal. 

                                                 
18

 Pratama Rahardja & Mandala Manurung, Teori Ekonomi Mikro 

Suatu Pengantar, 280. 
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Dalam kegiatan penjualan semakin banyak produk yang dijual 

berakibat pada kenaikan keuntungan. Untuk meningkatkan 

produk yang dijual suatu usaha harus membeli jumah barang 

dagangan dalam jumlah besar. Untuk itu dibutuhkan tambahan 

modal untuk membeli barang dagangan atau membayar biaya 

operasional agar tujuan pewirausaha meningkatkan 

keuntungan dapat tercapai sehingga pendapatan dapat 

meningkat.  

4. Kondisi organisasi perusahaan.  

Semakin besar suatu perusahaan akan memiliki bagian 

penjualan yang semakin kompleks untuk memperoleh 

keuntungan yang semakin besar dari pada usaha kecil. 

5. Faktor lain 

Seorang individu telah diberi kebebasan oleh Allah 

untuk mencari harta, memilikinya, menikmatinya serta 

membelanjakannya sesuai dengan kehendaknya. Prinsip 

tersebut juga bermakna kebebasan untuk memilih profesi, 

bisnis maupun lapangan kerja dalam mencari nafkah. Namun 

islam tidak memberi kebebasan tak terbatas dalam lapangan 
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ekonomi. sebagaimana yang telah disampaikan di atas, islam 

membedakan antara halal dan haram. Dibidang produksi, 

distribusi, pertukaran dan konsumsi, hanya yang halal saja 

yang diperbolehkan. Dengan senantiasa memperhatikan halal 

dan haram, seorang individu mendapat kebebasan penuh untuk 

mencari dan membelanjakan hartanya sekehendaknya.
19

 

 

E. Hubungan Program Dinas Koperindag terhadap 

Tingkat Pendapatan UMKM 

Peranan pemerintah sebagai salah satu syarat 

keberhasilan dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) dengan melakukan berbagai terobosan 

untuk meningkatkan kinerja para pelaku usaha UMKM masih 

dirasa kurang, dan minimnya pelatihan kepada pelaku usaha 

kecil yang dapat menghasilkan produk-produk yang berdaya 

saing tinggi. Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia 

adalah pelaku usaha kecil yang harus diperhatikan secara 

serius dan berkesinambungan, memiliki peluang yang besar 

                                                 
19

 Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar, 

ed.1 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 44. 
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untuk mengembangkan produk-produk yang berorientasi pada 

domestik dan ekspor.  

 Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis 

guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM 

agar tidak hanya menjadi pelaku didalam negeri sendiri namun 

dapat pula melangkah maju pada tingkat regional. 

 Peran Pemerintah tentu sangat penting dalam 

mengayomi dan melindungi komunitas bisnis. Pemerintah 

perlu membuat payung hukum yang tidak membatasi ruang 

gerak dan mengintimidasi komunitas bisnis yang notabenenya 

adalah pelaku industri kreatif, bahkan perlu menyediakan 

infrastruktur dan lahan untuk komunitas bisnis.
20
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 Subarsono, Peranan Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM di 

Kabupaten Cirebon , Jurnal Ekonomi, Vol. 5 No. 2 (Desember 2016), 2302-

7169. 
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F. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

 

 

                                                 
21

 Bayinah, Pelaksanaan Peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan 

Koperasi Kota Serang dalam Pengembangan Ekonomi Lokal di Kota Serang 

(Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sultas Ageng 

Tirtayasa, 2014). 

Nama dan 

Judul 

Persamaan dan 

Perbedaan 

Hasil Penelitian 

Bayinah, 

Pelaksanaan 

Peran Dinas 

Perindustrian 

Perdagangan 

dan Koperasi 

Kota Serang 

dalam 

Pengembangan 

Ekonomi Lokal 

Persamaan: 

Metode yang 

digunakan 

adalah 

kuantitatif 

deskriptif. 

Perbedaan: 

penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui 

Berdasarkan penelitian 

yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa 

pelaksanaan peran 

disperindagkop di kota 

Serang masih rendah 

karena hasil perhitungan 

diperoleh 44,12% dari 

angka minimal 65%.
21

  

 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 
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di Kota 

Serang. 

peran Dinas 

Perindustrian 

Perdagangan 

dan Koperasi 

Kota Serang, 

Subjek 

penelitian 

adalah 

pengusaha 

Industri UMKM 

Unggulan dikota 

serang.  

Asruni, 

Faktor-faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Pendapatan 

Usaha Kecil 

Persamaan: 

Metode yang 

digunakan 

adalah 

kuantitatif 

deskriptif, data 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa : (1) 

berdasarkan analisis 

regresi berganda, faktor 

Bauran Pemasaran Jasa 

yang meliputi Pemasaran, 
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dan Menengah 

(UKM) di 

Kabupaten 

Hulu Sungai 

Selatan. 

dikumpulkan 

melalui 

wawancara, 

observasi dan 

kuisioner. 

Perbedaan:  

penelitian 

bertujuan untuk 

mengetahui (1) 

pengaruh secara 

simultan (2) 

pengaruh 

dominan dari 

faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

UKM, Populasi 

yang digunakan 

Finansial, SDM, Produksi, 

Teknologi secara simultan 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

pendapatan UKM 

Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan. Variabel bebas 

(faktor UKM) ini 

pengaruhnya memberikan 

kontribusi yang besar 

terhadap variabel 

terikatnya yaitu sebesar 

0.320 yang berarti 

besarnya variasi 

sumbangan seluruh 

variabel bebas terhadap 

variabel terikatnya adalah 

32,0 % sedangkan sisanya 

68,0% dijelaskan oleh 
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dalam penelitian 

ini adalah 

sejumlah UKM 

ditahun 2011 

yakni sebanyak 

352 UKM.  

sebab lain. (2) hasil t 

hitung diketahui bahwa 

variabel finansial 

merupakan variabel yang 

memiliki kontribusi paling 

besar terhadap keputusan 

konsumen. Variabel 

Produksi ini menjadi 

variabel yang paling 

dominan mempengaruhi 

keputusan Konsumen 

menggunakan jasa jasa 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan melalui Dinas 

Perindustrian,Perdagangan, 

Penanaman Modal dan 

Koperasi Kabupaten Hulu 
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 Asruni, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha Kecil 

dan Menengah (UKM) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan 

Selatan”,  eJournal Ilmu Pemerintahan, Vol.8, No.4, (April, 2012), 201-206. 
23

 Khoirunnisa, “Pengaruh Pinjaman Modal terhadap Pendapatan Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah di Kota Mojokerto”, Vol.10, No.2, (Agustus, 

2006), 3829-6200.  

Sungai Selatan. 
22

 

Khoirunnisa, 

Pengaruh 

Pinjaman 

Modal 

terhadap 

Pendapatan 

Usaha Mikro 

Kecil dan 

Menengah di 

Kota 

Mojokerto. 

Persamaan: 

Penelitian ini 

menggunakan 

data primer. 

Perbedaan: 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengidentifikasi 

Pengaruh 

Pinjaman Modal 

Terhadap 

Pendapatan 

UMKM Di Kota 

Mojokerto 

hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

pengaruh pinjaman modal 

terhadap pendapatan 

pengusaha UMKM yang 

mendapatkan pinjaman 

sangat signifikan. Hal ini 

dapat dibuktikan dari hasil 

analisis bahwa pengaruh 

pinjaman modal terhadap 

pendapatan UMKM 

mencapai t hitung sebesar 

82,1%.
23
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Tri Utari, dkk, 

Pengaruh 

Modal, Tingkat 

Pendidikan 

dan Teknologi 

terhadap 

Pendapatan 

Usaha Mikro 

Kecil dan 

Menengah 

(UMKM) di 

Kawasan 

Imam Bonjol 

Denpasar 

Barat.  

Persamaan: 

Metode yang 

digunakan 

adalah 

kuantitatif 

deskriptif. 

Perbedaan: 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui 

pengaruh modal, 

tingkat 

pendidikan dan 

teknologi 

terhadap 

pendapatan 

UMKM di 

kawasan Imam 

Bonjol 

Hasil analisis data secara 

parsial diperoleh untuk 

modal  t hitung 4,905> t 

tabel 1,673, untuk tingkat 

pendidikan diperoleh t 

hitung 3,480> t tabel 

1,676,   dan untuk 

teknologi diperoleh t 

hitung 3,531> t tabel 

1,676, yang menunjukkan 

H0 ditolak dan H1 diterima 

dan dapat  disimpulkan 

bahwa modal, tingkat 

pendidikan dan teknologi 

secara parsial berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap pendapatan 

UMKM dikawasan Imam 

Bonjol Denpasar Barat. 
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 Tri Utari, dkk,  “Pengaruh Modal, Tingkat Pendidikan dan Teknologi 

terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Kawasan 

Imam Bonjol Denpasar Barat”, E-Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.3, 

No.12, (Desember, 2014), 576-585. 

Denpasar Barat. 

Penelitian ini 

menggunakan 

59 sampel. 

Teknik analisis 

data yang 

digunakan 

dalam penelitian 

ini adalah 

regresi linear 

berganda 

Sedangkan secara simultan 

diperoleh nilai F hitung 

sebesar 19,22993 > F tabel 

sebesar 2,79, yang 

menunjukkan H0 ditolak 

dan H1 diterima dan dapat  

disimpulkan bahwa Secara 

simultan modal, tingkat 

pendidikan dan teknologi 

juga memiliki pengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap pendapatan 

UMKM di kawasan Imam 

Bonjol Denpasar Barat.
 24
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Endang 

Purwanti, 

Pengaruh 

Karakteristik 

Wirausaha, 

Modal Usaha, 

Strategi 

Pemasaran 

Terhadap 

Perkembangan 

Umkm di Desa 

Dayaan dan 

Kalilondo 

Salatiga. 

Persamaan: 

Sumber data 

yang digunakan 

adalah data 

primer 

Perbedaan: 

Populasi dalam 

penelitian ini 

adalah Usaha 

Mikro Kecil dan 

Menengah di 

desa Dayaan 

dan Kalilondo 

Kota Salatiga 

yang berjumlah 

51 UMKM.  

Dalam 

menentukan 

jumlah sampel 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

karakteristik 

wirausaha,modal usaha 

secara parsial dan secara 

simultan berpengaruh 

signifikan terhadap 

perkembangan usaha, 

sedangkan strategi 

pemasaran secara parsial 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

perkembangan usaha, 

namun secara simultan 

berpengaruh signifikan. hal 

ini dapat dijelaskan dalam 

menjalankan usahanya 

tidak menggunakan 

strategi pemasaran karena 
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 Endang Purwanti, “Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, 

Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan Umkm di Desa Dayaan dan 

Kalilondo Salatiga”. Jurnal Ilmiah Among Makarti, Vol.5 No.9, (Juli 2012). 

penelitian ini 

menggunakan 

metode sensus 

atau sampel 

jenuh hal ini 

dikarenakan 

jumlah populasi 

kurang dari 100 

UMKM, 

sehingga jumlah 

sampel sama 

dengan jumlah 

populasi 

sebanyak 51 

UMKM. 

tidak dijual secara 

langsung ke konsumen 

namun dijual kepada para 

pedagang tanpa ada 

kemasan, label atau merk, 

penetapan harga hanya 

mengikuti pesaing 

sehingga tidak 

 menggunakan strategi 

penentuan harga.
25
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G. Hipotesis 

Hipotesis adalah pernyataan tentang suatu konsep yang 

perlu diuji kebenarannya.
26

 Hipotesis dari penelitian ini 

adalah: 

Ho = Tidak adanya pengaruh yang signifikan antara Kinerja 

Dinas Koperindag Kabupaten Serang terhadap tingkat 

pendapatan UMKM. 

Ha   =  Terdapat pengaruh yang signifikan antara Kinerja 

Dinas Koperindag Kabupaten Serang terhadap tingkat 

pendapatan UMKM.  
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 Syofian Siregar, Statistika Deskriptif untuk Penelitian: Dilengkapi 

Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17, Edisi 1-3 (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2012), 112. 


